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PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Jelantik,  20  Agustus  2000,

agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman  di  Dusun  Buntengak,  Desa  Jelantik,

Kecamatan  Jonggat,  Kabupaten  Lombok  Tengah,

sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kamasan,  19  Desember  1998,

agama  Islam,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman  di  Jl.  Hos  Cokroaminoto  Lingkungan

Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang,

Kota Mataram, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan  memeriksa bukti-bukti di

muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  25  Agustus  2021

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 25
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Agustus  2021,  dengan  dalil-dalil  yang  olehnya  sendiri  merubah/merevisi

gugatannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada  tanggal 15 Mei 2018 di  di  hadapan  Pejabat  PPN  KUA Kecamatan

Selaparang dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor ;  0189/32/V/2018

yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Selaparang pada tanggal 15 Mei

2018;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jl. Hos Cokroaminoto

Lingkungan  kamasan,  Kelurahan  Monjok,  Kecamatan  Selaparang,  Kota

Mataram selama 2 tahun;

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut   telah  dikaruniai  1  orang  anak  yang

masing-masing bernama:  ANAK, Perempuan, umur 2 tahun;  

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit 

didamaikan  sejak  bulan September  2020

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin  tajam  dan  memuncak  terjadi  pada tanggal 13 September 2020

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena:

6.1. Bahwa  Tergugat  sering  berkata  kasar  sehingga  membuat

Penggugat merasa sakit hati tersiksa batin; 

6.2. Bahwa  orang  tua  Tergugat  selalu  ikut  campur  dalam  urusan

rumah tangga Tergugat dengan Penggugat; 

6.3. Bahwa  Tergugat  jarang  Menafkahi  lahir  dan  batin  sehingga

Penggugat  Meminta  kepada  orang  tua  Penggugat  untuk  kebutuhan

sehari-sehari;

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak tanggal 13 September 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 11

bulan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal/berpisah

ranjang  karena  Penggugat  telah  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman
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bersama,  yang  mana  dalam  pisah  rumah  tersebut  saat  ini  Penggugat

Bertempat tinggal di Dusun Buntengak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat,

Kabupaten  Lombok Tengah; 

 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan Agama Praya, agar menjatuhkan putusan  yang amarnya  sebagai

berikut:

Primer:   

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan   talak   satu   ba’in    shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan

perubahan/pencabutan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Surat  Keterangan  Domisili  Nomor  1858/XIII/2021  tertanggal  25

Agustus  2021  atas  nama  Penggugat  NIK  5202026008000003.  Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  KUA Kecamatan Selaparang,

Kota Mataram, Nomor 0189/32/V/2018 tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,  tempat

kediaman  di  Dusun  Setumbak,  Desa  Jelantik,  Kecamatan  Jonggat,

Kabupaten  Lombok  Tengah, di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

-   Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dian Kusherawati; 

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat; 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Haerusaddam; 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa  saksi  tahu,  setelah  menikah  mereka  tinggal  di  Kamasan

Kelurahan Monjok, Kota Mataram dan telah dikaruniai seorang anak,

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua)

tahun lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi  tidak mengetahui  peyebab pertengkaran Penggugat  dan

Tergugat; 

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang dan yang pergi adalah Penggugat; 
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- Bahwa  saksi  tahu  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa  saksi  sudah  pernah  berusaha  menasehati  dan  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

 
Saksi  2,  SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,  tempat

kediaman  di  Dusun  Setumbak,  Desa  Jelantik,  Kecamatan  Jonggat,

Kabupaten  Lombok  Tengah,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dian Kusherawati; 

- Bahwa saksi adalah Nenek Penggugat; 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Haerusaddam; 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa  saksi  tahu,  setelah  menikah  mereka  tinggal  di  Kamasan

Kelurahan Monjok, Kota Mataram dan telah dikaruniai seorang anak,

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua)

tahun lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi  tidak mengetahui  peyebab pertengkaran Penggugat  dan

Tergugat; 

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang dan yang pergi adalah Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa  saksi  sudah  pernah  berusaha  menasehati  dan  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut,  Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan  tujuan  gugatan   Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  Pasal  138 Kompilasi  Hukum

Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  hadir  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  serta  tidak  ternyata  bahwa

ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  oleh

karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut tidak hadir di  persidangan, selanjutnya perkara ini  dapat diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak

mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  hukum  acara  verstek

sebagaimana tersebut  dalam Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg.,  untuk  mengabulkan

gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil  gugatan tersebut mempunyai dasar

hukum dan beralasan;

Menimbang,  bahwa  selain  daripada  itu  mediasi  atas  perkara  ini  juga

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka

berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  jo.  Keputusan  Mahkamah  Agung  No.  108

Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan

dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;
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Menimbang,  bahwa   telah  berusaha  menasihati  Penggugat  agar

mengurungkan  kehendaknya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  didasarkan  Penggugat  ingin

bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana

terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan

dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat,

dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang,  bahwa meskipun  gugatan Penggugat  secara  formil  telah

terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa

bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang,  bahwa  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat  bukti  surat,  disamping itu  juga Penggugat

mengajukan  bukti  saksi  yaitu  2  (dua)  saksi  yang  telah  dewasa  dan  telah

diperiksa secara sendiri-sendiri;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  dan  P.2,  telah  bermetarai  cukup  dan

bernazagelen  serta  bukti  P.1  dan  P.2  telah  cocok  dengan  aslinya.  Oleh

karenanya  bukti  surat  tersebut  merupakan  bukti  yang  sah  dan  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1(Surat  Keterangan  Domisili)  yang  telah

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  Penggugat  bertempat  tinggal  di  Kota

Praya dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto

Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai  Pasal
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Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  15  Mei  2018,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  Penggugat  memiliki

kapasitas  sebagai  pihak  dan  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  adalah

saksi-saksi  tersebut  tidak  dilarang  dan  tidak  pula  mengundurkan  diri  untuk

memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174

R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi  tersebut dapat didengar

untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian

satu  sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

materill  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

dan keterangan para saksi,  Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah yang telah

melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2018;

 Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

terakhir bertempat tinggal di Kamasan, Kelurahan Monjok, Mataram;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

 Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

adalah Penggugat;
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 Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat  bahwa antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah ranjang sejak kurang lebih  tahun 2020 sampai sekarang dan tidak ada

harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling

mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti  itu sudah tidak dapat

diharapkan  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk  rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang

sakinah,  mawadah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam di  Indonesia,  bahkan dalam rumah tangga seperti  itu,  suami  dan istri

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang,  bahwa  fakta  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  yang  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  maka

diperoleh  kesimpulan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat ternyata sudah tidak mencapai  tujuan luhurnya dan tidak ada pula

harapan  untuk  dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan

akan  mendatangkan  rasa  tidak  aman,  madharat  atau  mafsadat  daripada

maslahat   bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at

Islam  menghindari  madharat atau  mafsadat wajib  didahulukan  dari  pada

mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

المصالح     جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya  : “Menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa disamping itu  hakim perlu mengemukakan pendapat

ahli hukum Islam dalam Kitab  Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih

menjadi pendapat  Hakim dalam putusan ini yaitu :
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القاضى           عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة م عد اشتد واذ

طلقة

Artinya : “Apabila  istri  telah  memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka  hakim  diperkenankan  untuk  menjatuhkan  talaknya  suami

dengan talak satu;

Menimbang,  berdasarkan pertimbangan  tersebut  maka Majelis  Hakim

berkesimpulan   bahwa   unsur-unsur   alasan  perceraian  sebagaimana   diatur

dalam Pasal  19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak  ada harapan dapat  hidup rukun sebagai  suami

isteri.  Oleh  karena  itu,  Majelis Hakim  sepakat  untuk  mengabulkan  gugatan

Penggugat dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di  bawahnya, maka semua biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT);  
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4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian  putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  20  September  2021

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin,

S.H.I.,  M.Pd.  sebagai  Ketua  Majelis,  Solatiah,  S.H.I  dan  Fathur  Rahman,

S.H.I.,  M.S.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

IZUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd
Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

IZUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
 2.  Proses  Rp50.000,00 
3.  Panggilan  Rp350.000,00 
4.  PNBP Rp20.000,00
5.  Sumpah Rp15.000,00
6.  Redaksi  Rp10.000,00 
7.  Meterai  Rp10.000,00 
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  Jumlah Rp485.000,00
    (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 
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